TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS / FAQ)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/ /PADG/2021 tentang Pelaksanaan Lelang
Surat Berharga Negara di Pasar Perdana

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?
PADG ini mengatur pelaksanaan lelang SBN di pasar perdana dan diterbitkan oleh Bank
Indonesia selaku agen lelang SBN di pasar perdana. Penyempurnaan dilajukan agar selaras
dengan perkembangan peraturan di Kementerian Keuangan selaku penerbit SBN, serta
sesuai dengan perkembangan penyempurnaan infrastruktur yang digunakan dalam

pelaksanaan lelang SBN di pasar perdana.

2. Hal-hal apa saja yang diatur dalam PADG ini?
PADG ini mengatur mengenai peserta transaksi yang dapat mengikuti Lelang SBN dan
Lelang SBN Tambahan, tahapan pelaksanaan Lelang SBN dan Lelang SBN Tambahan (mulai
dari persiapan rencana lelang, pengumuman rencana lelang, pengajuan penawaran lelang,
penetapan hasil lelang, pengumuman hasil lelang, dan setelmen hasil lelang), serta

pelaksanaan lelang SBN dalam hal terjadi keadaan tidak normal.

3. Penyempurnaan apa saja yang tercakup dalam PADG ini?
Penyempurnaan pengaturan mencakup penyesuaian peserta transaksi lelang SBSN berupa
Dealer Utama SBSN dan Peserta Lelang SBSN Lainnya, penyesuaian incremental penawaran
yield dalam lelang SBSN dari semula sebesar 1/32 (0,03125) menjadi 1/100 (0,01000),
pelaksanaan lelang SBN di pasar perdana dalam hal terjadi keadaan tidak normal, dan

pelaksanaan lelang SBN baik rupiah maupun valas melalui Sistem BI-ETP.

4. Pada saat PADG ini berlaku, apakah PADG ini mencabut ketentuan lain yang terkait?
PADG ini mencabut:
a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017 tanggal 10 Februari
2017 tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana; dan
b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/2/PADG/2017 tanggal 16 Maret 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/1/PADG/2017

tentang Pelaksanaan Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana.



